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ABSTRAK 
Pengalaman sejarah ruang kepulauan yang berlangsung secara kompleks dan dinamis 
telah melahirkan banyak istilah dengan paradigmanya sendirinya. Tidak ada satupun 
istilah yang benar-nenar konsisten dapat digunakan untuk mendefinisikan ruang 
kepulauan ini. Setiap istilah memiliki nilai historis, akar kebudayaan, ruang lingkup 
wilayah dan periodisasi waktu yang berbeda. Oleh karena itu, reposisi istilah 
merupakan bagian terpenting menuju review sejarah ruang kepulauan yang lebih 
objektif.    
Kata kunci : Reposisi, Istilah, Sejarah, Ruang, Kepulauan.    
 
1. PENDAHULUAN  
Dalam banyak literatur sekarang, istilah 
“Indonesia” lazim dipersamakan 
dengan istilah “Nusantara” atau sebalik-
nya. Disisi yang lain terdapat istilah- 
istilah yang kurang populer seperti India 
Timur, Dwipantara, Kepulauan Malaya, 
Polinesia dan Kepulauan Sunda yang 
juga berusaha mendefinisikan ruang 
kepulauan ini.   
Dalam bidang sejarah, penggunaan 
istilah “Indonesia” untuk keseluruhan 
proses historisi tanpa diikuti dengan 
cacatan penyetaraan, telah menimbul-
kan masalah besar yaitu  bias antara 
fakta sejarah dan kepentingan 
integritas. Sejarah ruang kepulauan 
menjadi cenderung statis dalam satu 
paradigma nasionalisasi “Indonesia”. 
Padahal sejarah ruang kepulauan telah 
berlangsung secara kompleks dan 
dimanis ; terdiri dari fragmen-fragmen 
sejarah baik yang mengalami proses 
kesinambungan maupun ketidak-
sinambungan dengan nasionalisasi 
“Indonesia”. Hampir setiap fragmen 
sejarah mewakili akar dan periodisasi 
kebudayaan yang berbeda, dan setiap 
akar kebudayaan memiliki paradigma 
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kewilayahan dengan istilah yang 
berbeda pula.  
Bertolak dari isu masalah di atas, 
reposisi istilah Indonesia, India Timur, 
Kepulauan Malaya, Polinesia, 
Nusantara, Dwipantara, dan Kepulauan 
Sunda menjadi bagian penting dalam 
review sejarah ruang kepulauan. 
2. PEMBAHASAN  
2.1  Indonesia  : Nasionalisasi  
Dalam perspektif masyarakat pe-
dagang Eropa abad 16-18 Masehi, 
ruang kepuluan ini lebih banyak disebut 
sebagai Hindia Timur. Terlihat dari 
beberapa nama perkumpulan dagang 
eropa yang mengambil rempah-rempah 
dari ruang kepulauan ini seperti tahun 
1602 didirikan persekutuan dagang 
Belanda di Hindia Timur bernama VOC 
(Vereenigde Oost-Indische Compagne), 
kemudian di awal abad ke-18 muncul 
 
Gb.1 Peta Asia Tenggara Karya Pelaut Potugis Diago Homen 1560 ;                               
Memperlihatkan lokasi pelabuhan-pelabuhan penting dalam perdagangan abad ke-16 Masehi.           
Sumber : Adolf Heuken, 2002 :51
Reposisi Istilah   
Review Sejarah Ruang Kepulauan 
 
 
 
 
Jurnal PWK Unisba 
 
persekutuan dagang Inggris bernama 
EIC (East Indian Company) dan per-
satuan dagang Perancis (Compagnie 
des Indies).  
Bermula dari gagasan G.W.Earl, 
seorang ahli ethnologi Inggris yang 
pada tahun 1850 menamai ruang 
kepulauan ini dengan nama Indian 
Archipelago (kepulauan india) atau 
Malayan Archipelago (Kepulauan 
Malaya). Manurutnya, istilah ini setara 
dengan “Polinesia” yang dalam bahasa 
latin terdiri dari poly dan nesos, yang 
berarti banyak pulau atau kepulauan. 
Sedangkan Istilah Indu-nesians diambil 
dari dua asal kata : India atau Hindu 
dan nesos, berarti penduduk yang 
mendiami Indian Archipelago atau 
Kepulauan Hindia. Di tahun yang sama 
(1850) A.R. Logan, seorang ethnolog 
Inggris, dalam karangannya yang 
berjudul  The ethnology of the Indian 
Archipelago memperkuat gagasan 
G.W.Earl dengan menyebutkan istilah 
Indonesians sebagai istilah penduduk 
yang mendiami Kepulauan Hindia. 
 
Gb.2 Peta Asia Tenggara Karya Petrus Plancius 1594. 
Sumber : Adolf Heuken, 2002 : 124-125 
Pada tahun 1884, Adolf Bastian 
seorang Ethnolog Jerman meluncurkan 
karyanya dengan judul Indonesian 
Oder die Insels des Malayischen 
Archipel (Indonesia atau Pulau-pulau 
dari Kepulauan Malaya). Buku serial 
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ethnografi wilayah Indonesia ini terdari 
dari beberapa jilid yaitu jilid I Maluku 
kemudian pada jilid-jilid berikutnya 
membahas Timor dan sekitarnya 
(1895), Sumatera dan sekitarnya 
(1886), Kalimantan dan Sulawesi 
(1889), dan Jawa (1894). Pengaruh 
karya-karya tersebut, telah secara 
signifikan melambungkan popularitas 
istilah Indonesia di kalangan masyara-
kat eropa abad ke 19 Masehi. 
Pada perkembangan selanjutnya, 
“pembumian” istilah Indonesia baru 
terjadi melalui para mahasiswa yang 
sedang studi di negeri Belanda. Istilah 
Indonesia digunakan sebagai eksistensi 
beberapa pergerakan nasionalisasi 
yang dipelopori pemuda dan pelajar, 
seperti ; pada tahun 1908 didirikan 
perkumpulan bernama Indische 
Vereniging (Perhimpunan Hindia), 
Indiche partij tahun 1912, Perhimpunan 
Indonesia tahun 1925, dan Partai 
Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927. 
Kongres Pemuda tahun 1928, melalui 
sumpah pemuda istilah Indonesia 
dipakai untuk menyebutkan tanah, 
bangsa dan bahasa, serta lagu 
nasional. Tahun 1931 didirikan GAPI 
(Gabungan Politik Indonesia). Pada 
puncaknya adalah tahun 1945, dalam 
teks proklamasi dan UUD 1945 nama 
Indonesia resmi untuk menyebutkan 
negara, bangsa  dan bahasa.  
Berdasarkan ruang lingkup wilayahnya, 
istilah “Indonesia” juga terkait dengan 
dinamika sejarah regionalisasi Negara 
Kesatuan Indonesia. UUD 45  yang asli 
tidak mencantumkan pasal tentang 
Wilayah NKRI. Namun secara otomatis, 
Wilayah NKRI mengacu Wilayah Hinda 
Belanda dalam Ordonansi Hindia 
Belanda 1939 yaitu Teriroriale Zeen en 
Maritieme Kringen Ordonantie 1939 
(TZMKO) dan Wilayah Hindia Belanda 
yang dikuasai Jepang tahun 1942-
 
Gb.3 Republik Indonesia (Yogyakarta) ; Indonesia Republik Indonesia Serikat : (I) Negara Sumatera 
Timur, (II) Negara Sumatera Selatan, (III) Negara Pasundan, (IV) Negara Jawa Timur, (V) Negara 
Madura, (VI) Neg ra Indonesia Timur, (VII) Daerah Otonom Riau, (VIII) Daerah Otonom Bangka, (IX) 
Daerah Otonom Belitung. Negara Kalimanatan terdri dari Daerah (X) Kalimantan Barat, (XI) Dayak Raya, 
(XII) Banjar, (XIII) Kalimantan Tenggara, (XIV) Kalimantan Timur, (XV) Kotawaringin, (XVI) Negara Jawa 
Tengah. Irian merupakan bagian tersendiri. Sumber : Mohammad Yamin, 1956 :24.    
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1945. Dalam TZMKO 1939 ; pulau-
pulau dipisahkan oleh laut dengan garis 
pantai disekelilingnya sejauh 3 mil. 
 
Nasionalisasi “Indonesia” mengalami 
hambatan di tahun 1949-1950 dengan 
disepakatinya  pembentukan Republik 
Indonesia Serikat. Di dalam RIS, 
Wilayah Negara Republik Indonesia 
hanya meliputi Jawa Tengah, 
Jogyakarta dan Sumatera (kecuali 
Medan dan Pelembang). Kemudian 
pada tanggal 15 Agustus 1950 kembali 
dibentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana UUD 1945.      
Menyadari bahwa Wilayah NKRI ini 
masih mengacu pada TZMKO dengan 
dimana setiap pulau dipisahkan oleh 
laut. Kemudian pada Tanggal 13 
Desember 1957 melalui 
deklarasi Juanda yang 
diratifikasi dalam UU 
No.4/ PRP / 1960 tentang 
perairan Indonesia me-
netapkan bahwa batas 
Wilayah Negara 
Indonesia adalah 12 mil 
dari garis pantai pulau 
terluar. Konsepsi perairan 
seperti ini kenal sebagai 
Wawasan Nusantara. 
Perjuangan nasionalisasi perairan 
“Indonesia” hingga batas landas 
kontinen (Zona Ekonomi Esklusif 200 
mil laut) terus berlanjut ke Konvesi PBB 
tentang Hukum laut “United Nations 
Convension on the Law of the Sea” 
(UNCLOS 1982) yang diratifikasi 
melalui UU No.17 Tahun 1985.     
Batas pulau terluar wilayah perairan 
“Indonesia” kembali menjadi tidak jelas 
tatakala dikeluarkan UU No.6 tahun 
1996 yang tidak mencantumkan daftar 
koordinat titik-titik dasar pantai terluar 
dari pulau-pulau terluar. Munculnya 
permasalahan Pulau Sipadan dan 
Ligitan, telah mendorong dikeluarkan-
nya  PP No. 61 1998 sebagai upaya 
me-nguasai kantong Natuna dan PP 
No.38 tahun 2002 tentang Daftar 
Koordinat Geografis Titik - Titik Garis 
Pangkal Kepulauan Indonesia. 
 
Gb. 4 Zona Ekonomi Eklusif Wilayah Peraiaran “Indonesia”. 
Sumber : Syamsudin Dkk (1993 : 66) 
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Pencantuman Istilah “Indonesia” se-
bagai Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dalam UUD 1945 
baru terjadi pada perubahan UUD 1945 
ke kedua tahun 2000 dan perubahan 
UUD 1945 keempat tahun 2002. Hal 
yang menarik adalah tetap digunakan-
nya istilah Nusantara dalam Bab IX A 
tentang Wilayah Negara pasal 25 A 
bahwa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah sebuah negara ke-
pulauan yang berciri Nusatara dengan 
batas-batas dan hak-haknya ditetapkan 
dengan undang-undang.    
Istilah Indonesia memperlihatkan ke-
terkaitan dengan suatu segmentasi 
sejarah tertentu yaitu dinamika sejarah 
nasionalisasi Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia yang tonggak-tonggak-
nya lebih banyak dimotori oleh 
perjuangan pemuda dan pelajar abad 
ke-19. Dari aspek ruang lingkup 
wilayah, Istilah Indonesia telah menun-
jukkan batasan wilayah dengan 
koordinat geografis yang jelas dan 
legal.  
2.2  Nusantara Atau Dwipantara :  
Hinterland Pulau Jawa 
Berdasarkan akar kebudayaan yang 
melahirkannya, istilah Nusantara 
berasal dari dua kata berkebudayaan 
hindu, yaitu nusa dan antara yang 
berarti pulau lain. Istilah ini dipersama-
kan dengan istilah Dwipantara yang 
juga memiliki arti pulau-pulau lain. 
Istilah Nusantara setidaknya digunakan 
pada periode keemasan kerajaan 
Majapahit abad ke-14 Masehi.  
Berdasarkan aspek ruang lingkup 
wilayahnya, istilah Nusantara sangat 
berbeda dengan wilayah “Indonesia”. 
Slametmuljana, (1976 : 279-280) 
menekankan istilah Nusantara sebagai 
tempat-tempat di luar Wilayah inti 
Kerajaan Majapahit (Jawa Timur dan 
Jawa Tengah) yang wajib membayar 
pajak.  Istilah ini oleh Mardiwarsito 
dalam Ekajati (1995 : 5) sebagai negeri 
seberang. Jadi Nusantara lebih identik 
dengan hinterland Wilayah Inti 
Majapahit.  
Denys lombard (2000 : 39-40) lebih 
menekankan Nusantara sebagai 
jaringan kantor-kantor dagang yang 
dikuasai Kerajaan Majapahit pada 
periode keemasannya yaitu : 25 negeri 
yang sama dengan keseluruhan 
Sumatra; daftar itu mulai dengan 
Melayu, Jambi, dan Palembang, 
Minangkabau, Siak, Kampar, daerah-
daerah Batak, kantor-kantor dagang di 
utara (Samudra dan Lamuri) dan 
berakhir dengan Lampung dan Barus. 
24 negeri disebut dari pantai selatan, 
barat dan utara Kalimantan (Kutai, 
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Pasir, Barito, Kuta Waringin, Lawai, 
Kapuhas, Sambas, Buruneng yang 
mestinya sama dengan Brunei). Ada 16 
negeri yang boleh jadi terletak  di 
Semenanjung Melayu diantaranya 
Pahang, Lengkasuka, Kalanten, 
Tringgano, Tumasik, Kelang, dan 
Kedah). Akhirnya ada 33 di sebelah 
timur Pulau Jawa, di Kepualauan Nusa 
Tenggara Barat (Bali, Lombok, Dombo, 
Bima, Sumba), di Sulawesi (Luwuk, 
akasar, Butun, Salaya), di Kepulauan 
Maluku (Gurun, Seran, Ambwan, 
Maloko) atau lebih jauh lagi (Timur 
yaitu Timor dan Wwanin yang mestinya 
Onin di Irian).    
Dari aspek tujuannya, Nusantara 
secara historis memiliki visi persatuan 
yang mengarah pada pembentukan 
imperium Majapahit. Setidaknya ter-
diteksi dalam teks amukti palapa 
(sumpah palapa) dalam naskah 
pararaton tahun 1334 Masehi, bahwa 
istilah Nusantara sebagai wilayah-
wilayah yang perlu dikalahkan 
Majapahit : 
Sirah Gajah Mada, Patih Amangkubhumi,                 
tan ayun amukti palapa. 
Sirah Gajah Mada: Lamun huwus kalah 
nusantara isun amukti palapa. 
Artinya : 
 
Gb. 5 Jaringan pelabuhan dagang  yang dikuasai Majapahit Menurut Negarakretagama. Sumber : Diolah 
berdasrakan Denys Lombard (2000 : 37) dan Muhammad Yamin (1956 ; 12-13)    
Gajah Mada, Mahapatih,  
Tidak mau menikmati istirahat 
Gajah Mada : Apabila sudah kalah 
Nusantara, saya akan menikmati istirahat. 
Dengan argumentasi seperti ini, 
tepatkah wawasan pembangunan 
nasional Indonesia menggunakan 
istilah Wawasan Nusantara ?  
 
2.3  Kepulauan Sunda, Kepulauan 
Maluku dan Irian Jaya :                            
Unit Geografi Kebudayaan 
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Kepulauan Sunda merupakan istilah 
pertama yang tercatat dalam literatur 
geografi dunia yang mencoba 
mendefinisikan ruang kepulauan ini. 
Adalah buku `Geograhike Hyphegesis 
sebuah karya seorang ahli bumi Yunani 
Purba berama Claudius Ptolemeus 
yang ditulis pada tahun 150 Masehi, 
menyebutkan bahwa adanya tiga buah 
pulau  yang terletak di sebelah timur 
India yang kemudian dinamakan 
dengan sunda (Ekajati, 1995 : 3). Buku 
ini memuat peta tempat-tempat 
kernoses emas (sama dengan 
Semenanjung Malaya). 
Abad ke-19, R.W.Van Bemmelen 
seorang geologi berkebangsaan 
Belanda dalam Ekajati (1995 : 3) juga 
menggunakan istilah kepulauan Sunda 
untuk mendefinisikan ruang kepulauan 
yang terbentuk pada akhir zaman 
Miosen hingga awal Pliosen 25-14 juta 
tahun yang lalu dan secara geografis 
merupakan paparan yang terletak di 
bagian timur India dan bagian 
tenggaranya dibatasi oleh daratan 
(paparan) Sahul. Paparan sunda 
dikelilingi oleh sistem gunung sunda 
yang melingkar (Circum Sunda System) 
yang panjangnya sekitar 7000 km. 
Paparan sunda tersebut  terdiri dari dua 
bagian utama, yaitu (1) bagian utara 
yang meliputi kepulauan Filipina dan 
pulau-pulau karang sepanjang Lautan 
Pasifik bagian barat serta (2) bagian 
selatan berupa wilayah yang 
terbentang dari barat ke timur sejak 
Lembah Brahmaputera (India) hingga 
Maluku bagian selatan. Paparan Sunda 
itu bersambung dengan kawasan 
sistem gunung Himalaya di barat dan 
paparan sahul di timur. 
Lebih lanjut R.W.Van Bemmelen 
membagi wilayah kepulauan sunda 
Paparan Sunda 
Paparan  
Wallace 
Webber 
 
Gb.  6 Paparan Sunda dan Paparan Sahul : Kepulauan Sunda Besar, Sunda Kecil, Maluku dan Irian Jaya 
Sebagai Unit Geografi Kebudayaan Ruang Kepulauan.                                             
Sumber : Diolah berdasarkan Miksic John 
Sahul
(Ed) 2000 : 8)
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dalam dua kelompok yaitu (1) sunda 
besar untuk menyebutkan pulau-pulau 
besar seperti Pulau Jawa,  Sumatera 
dan Kalimantan dan (2) sunda kecil  
untuk menyebutkan pulau-pulau kecil 
seperti bali, lombok, Sumba, Flores dan 
Timor.  
 “The Hammond World Atlas” yang 
diterbitkan oleh Majalah Time  tahun 
1980 halaman 82, juga memuat istilah 
Sunda Islands sebagai sebutan untuk 
seluruh kepulauan “Indonesia” (Yoseph 
Iskandar, 1997 : 1). Kemudian Peter 
Van Riel ( 1992 : 17) lebih menekankan 
penggunaan istilah Sunda Eilanden 
(kepulauan sunda) dalam tema 
geografi-kebudayaan.  
Kemudian dalam buku ensiklopedia 
Indonesian Heritage : Ancient History; 
membagi ruang kepulauan ini atas 4 
unit geografi. Pertama, kepulauan 
sunda besar yang meliputi pulau-pulau 
besar di paparan Sunda yaitu 
Sumatera, Jawa, Bali, Madura, 
Kalimantan, dan Sulawesi (termasuk 
pulau-pulau di sekitarnya). Kedua, 
kepulauan sunda kecil yang meliputi 
Lombok, Sumbawa, Sumba, Komodo, 
Flores, Alor, Savu, Lembata dan Timor. 
Ketiga Kepulauan Maluku yang meliputi 
Halmahera, Ternate, Tidore, Seram 
dan Ambon serta pulau-pulau kecil 
sekitarnya. Keempat yaitu Irian Jaya 
(New Guinea). 
3. KESIMPULAN DAN SARAN  
Tidak ada satupun istilah yang benar-
benar konsisten dapat digunakan untuk 
mendefinisikan ruang kepulauan ini 
dalam keseluruhan pengalaman se-
jarahnya yang kompleks dan dinamis. 
Setiap istilah memiliki nilai historis, akar 
kebudayaan, tujuan, ruang lingkup 
wilayah dan waktu yang berbeda. 
 Istilah Indonesia cenderung 
berkaiatan dengan tema nasionali-
sasi atau pembentukan integritas 
negara, bangsa, bahasa dan 
wilayah Indonesia yang periodisasi 
sejarahnya dimulai sejak dominasi 
ekonomi perkumpulan dagang 
eropa abad ke-17 hingga sekarang. 
Dalam dinamika sejarah nasionali-
sasi Indonesia.  
 Istilah Nusantara atau Dwipantara 
merujuk pada istilah pulau-pulau 
lain diluar pulau Jawa. Sebagai-
mana nilai historisinya, istilah ini 
cenderung berkaitan dengan tema 
keragaman jaringan sosial-ekonomi 
dan budaya kerajaan-kerajaan yang 
terpengaruh indianisasi maupun 
stimulasi islam di Pulau Jawa dan 
pulau lainnya sejak ke-4 sampai 
dengan abad ke-17 Masehi. 
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 Istilah Kepulauan Sunda, perlu 
ditambahkan dengan kepulauan 
Maluku dan Irian Jaya merupakan 
istilah yang lebih tepat digunakan 
untuk pembahasan tema keragam-
an unit geografi kebudayaan.  
Berdasarkan kecenderungan istilah di 
atas maka materi review sejarah ruang 
kepulauan sebaiknya terdiri dari :  
(1) Geo-Historis : Proses pembentukan 
ruang dan keragaman jaringan 
kebudayaan tradisional. (Pre-
historik)     
(2) Sejarah Indianisasi : Jaringan 
Sosial Ekonomi Budaya Kerajaan 
bercorak hindu dan budha di Pulau 
Jawa dan Nusantara (Abad ke-4 – 
abad ke14 Masehi).  
(3) Sejarah Tammadun Islam : 
Jaringan sosial-ekonomi dan 
kebudayaan kerajaan - kerajaan 
bercorak islam  di Pulau Jawa dan 
Nusantara (abad ke14-17 Masehi)  
(4) Sejarah Nasional Indonesia (Abad 
ke-17 – Sekarang). 
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